SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

117 /HK.03.1-Kpt/ 5206 /KPU-Kab/VI/ 2020
TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
AMBALAWI KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Menimbang

BIMA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

a. Bahwa untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Indonesia dan
dengan telah ditetapkanya Keputusan Presiden Nomor 12
Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
sebagai Bencana Nasional di Indonesia, perlu dilakukan
penyesuaian tahapan, program, dan jadwal
penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor S5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan
bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang
ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9
Desember 2020;
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Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Untuk Pemilihan

Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
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Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1498);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
201);
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Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
Nomor : 108/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020
tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Bima Lanjutan Tahun 2020;

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:
441/PL.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifkan
Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia
Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima Nomor : 240/PL.04.2-BA/5206/KPU-
Kab/VI/2020 tentang Kelanjutan Tahapan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 Pasca di
terbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN AMBALAWI KABUPATEN BIMA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
TAHUN 2020.

Pengaktifan :
No. NAMA L\P ALAMAT
1. DEDI KURNIYAWAN, SE L AMBALAWI
2. MARWAN, A.Ma L AMBALAWI
3. SUSI SUSANTI P AMBALAWI
4. SUDIRMAN L AMBALAWI
5. ARISMAN L AMBALAWI

sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ambalawi
Kabupaten Bima untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bima Tahun 2020.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Bima untuk Pemilihan Bupati dan
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Wakil Bima Tahun 2020.
KETIGA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan

terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan
31 Januari Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 14 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

ttd

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
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